
BUPATI BARITO SELATAN 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN 
NOMOR ; ', TAHUN 2018 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN 
KABUPATEN BARITO SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO SELATAN, 

Menimbang bahwa untuk melaksanak.1n ketentuan Pasal 41 ayat (4) 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 t.entang 
Perangkat Daerah dan Pafal 20 ayat (3) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 20 17 tentang Pedoman 
Pembentukan dan KlasifikasJ Cabang Dinas dan Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Jo Pasal 7 ay::1.t (3) Peraturan Daerah Kabupaten 
Barito Selatan Nomor 3 Tafr . .m 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daeral•. Kabupaten Barito Selatan, Perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan; 

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tiingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lemba ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomcr 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 
(Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran N•!gara Republik Indonesia Nomor 
4849); 

3. Undang-undang Nomor ~:2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96); 

4 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tamba.han Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Telepon (0525) 21001 , Faximile (0525) 
21500 Website : w,vw.baritoselatankab.go.id Buntok, Kode Pos 73711 

Kalimantan Tengah 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Le mbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 2·l4, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir clengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Repu'.Jlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6 . Peraturan Pemerintah Hornor 61 Tahun 2009 tentang 
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomcr 5070), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 
2009 ten tang Kepelabt: han (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indones a Nomor 5731); 

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3907), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 
Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3907); 

8 . Peraturan Pemerintah rlomor 55 Tahun 2012 tentang 
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5317) ; 

9 . Peraturan Pemerintah ~omor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lemtmran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomo:, 5887); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.133 Tahun 2015 
tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor(Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296) ; 

11. Peraturan Menteri Dalar-1 Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pemh::ntukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah {Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451) ; 
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12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 2004 
tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 
2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan 
Danau; 

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 tentang 
Persyaratan Ambang Bates Laik Jalan Kendaraan Bermotor, 
Karoseri dan Bak Muatan serta komponen-komponennya; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 
2),; 

15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Dan Fungsi 
Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito 
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 
2016 Nomor 31}; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN 
BARITO SELA TAN. 

KETENTUAN LMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

l. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan. 
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan. 

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhnbungan Kabupaten Barito Selatan. 

4 . Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut 
UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Barito 
Selatan. 

5. Unit Pelaksana Teknis Dermaga selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis 
Dermaga Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan. 

6. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pel-3.ksana Teknis Dinas pada Dinas 
Perhubungan Kabupaten Barito Selatan. 

7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah K,:::pala Sub Bagian Tata Usaha pada 
Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
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8 . Terminal adalah Tempat Tu.run Naik Penumpang, Bongkar Muat Barang 
yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan. 

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya rusingkat PNS adalah Aparatur Sipil 
Negara pada Kabupaten Barito Selatan. 

10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang 
bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta 
adrninistasi pemerintahan dan pembangunan. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang 
diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang 
untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam 
rangka kefancaran pelaksanaan tugas D:inas. 

BABU 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Perhubungan Kabupaten Barito Selatan. 

(2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (l), meliputi: 

a. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor ke las A; 
b. UPT Dermaga Buntok Kecamatan Dusun Selatan kelas A; 
c. UPT Dermaga Pendang Kecamatan Dusun Utara kelas B; 
d. UPT Dermaga Bangkuang Kecamatan :.)usun Karau Kuala kelas B; 
e. UPI' Derma.ga. Mengka.tip Kecamata.n uusun Selatan kelas B; dan 
f. UPT Dermaga Rantau Kujang Kecamatan Jenamas kelas B. 

BAB HI 

KEDUDUKAN, TOGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesa tu 

Keduduka.n 

Pasal 3 

(1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan. 

(2) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh Kepala UPT berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan 
Kabupaten Barito Selatan. 

Pasal 4 

(ll UPT Dermaga merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan 
Kabupaten Barito Selatan. 

(2) UPT Dermaga dipimpin oleh Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan. 
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Bagian Ked ua 

Tugas clan Fu.ngsi 

Pasal5 

(1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu 
Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan. 

(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan 
fungsi: 

a. penyelenggaraan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor; 

b. pengembangan model atau sebagian pengembangan model Pengujian 
Kendaraan Bermotor; 

c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan unit terkait yang ada 
hubungannya dengan bidang tugas; 

d. penyelenggaraan kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, 
ketatausahaan, keuangan dan urusan rumah tangga UPT Pengujian 
Kendaraan Bermotor; dan 

e . penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik. 

Pasal 6 

( 1) UPT Dermaga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional 
dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Perhubungan 
Kabupaten Barito Selatan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), Unit 
Pelaksana Teknis (UPT} Dermaga menyelP,nggarakan fungsi : 

a. penyelenggaraan pelayanan tu.run naik penumpang dan Barang melalui 
Dermaga; 

b. penyelenggaraan pelayanan kapal bersandar dan berlabuh; 

c . pengembangan model atau sebagian pengembangan model Dermaga; 

d . penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan unit terkait yang ada 
hubungannya dengan bidang tugas; 

e. penyelenggaraan kepegawaian dan SDM, ketatausahaan, keuangan dan 
urusan rumah tangga UPT Dermaga; dan / atau 

f. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik. 
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BAB IV 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 7 

(1) Susunan Organisasi Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A terdiri dari: 

a . Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A 
sebagaimana tercantum dalam Lampirhn l yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 8 

( 1) Susunan Organisasi Dermaga Kelas A terdiri dari : 

a. Kepala UPT Dermaga; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dermaga Kelas A sebagaimana tercantum dala m 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini . 

Pasal 9 

( 1) Susunan Organisasi Dermaga kelas B terdiri dari : 

a. Kepala UPT Dermaga; dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dermaga Kelas B sebagaimana tercantum 
dalam Lampi.ran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB V 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN 
PADA UNIT PELAK.SANA TEKNIS 

Bagian Kesatu 

UPT Pengujian Kendarn.an Bermotor 

Pasal 10 

(l} Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan 
perencanaan, pembinaan dan bimbingan, koordinasi, pengendalian dan 
pelaksanaan Tugas sesuai Peratuiran PerUndang-Undangan agar 
pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan berhasil guna. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), 
Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermctor menyelenggarakan fungsi: 

a. menyusun dan melaksanakan reucana kerja dan anggaran Unit 
Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai kewenangan; 

b. menyusun dan melaksanakan reiJcana pelayanan uji Pengujian 
Kendaraan Bermotor dan retribusi; 

c. menyiapkan pengembangan model a .:au sebagian pengembangan model 
Pengujian Kendaraan Bermotor; 

d. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, administrasi umum 
dan kepegawaian, penatausahaan keu.angan, sarana prasarana; 

e. membagi tugas dart mengendalikar, pelaksanaan kegiatan Pengujian 
Kendaraan Bermotor; 

f. melaksanakan koordinasi dan kerjnsama dengan unit kerja terkait 
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengujian Kendaraan Bermotor; 

g. melaporkan pelaksanaan tugas UPT Pengujian Kendaraan Bermotor; 
dan /a.tau 

h . melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan 
sesuai Peraturan PerUndang-Undangan. 

Pasal 11 

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tug.as melakukan urusan administrasi 
umum dan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, sesuai dengan 
pedoman dan aturan yang berlaku. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian 
Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: 

a. menyusun dan melaksanakan re':"lcana kegiatan UPT Pengujian 
Kendaraan Bennotor; 

b. melaksanakan administrasi kepegav:aian, surat menyurat, data dan 
dokumen, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan 
lingkungan UPf; 

c. melaksanakan bimbingan dan memba.gi tugas; 

d. melaksanakan urusan rumah tangga, penatausahaan administrasi dan 
keuangan untuk mendukung kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor; 

e . melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait 
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; 

f. membuat laporan pelaksanaan tugas ::l.an fungsi; dan/atau 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai 
dengan Peraturan PerUndang-Undangan. 



8 

Bagian Kedua 

UPT Derrnaga Kelas A 

Pasal 12 

(l) Kepala UPT Dermaga KeJas A mempunyai tugas meJakukan perencanaan, 
pembinaan dan bimbingan, koordinasi, pengendalian dan pelaksanaan 
Tugas sesuai Peraturan PerUndang-Undangan agar pelaksanaan tugas 
dapat berdayaguna dan berhasil guna. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) , 
Kepala UPT Dermaga Kelas A menyelenggarakan fungsi : 

a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja clan anggaran Unit 
Pelaksana Teknis Dennaga sesuai kewenangan; 

b. menyusun dan melaksanakan rencana pelayanan Dermaga dan 
retribusi; 

c. menyiapkan pengembangan model a ,:au sebagian pengembangan model 
Dermaga; 

d. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, administrasi umum 
dan kepegawaian, pefi.atausahaan kevangan, sarana prasarana; 

e. membagi tugas dan mengendaJikan pc1aksanaan kegiatan Dermaga; 

f. melaksanakan koordinasi dan ker:jasama dengan unit kerja terkait 
daJam pelaksanaan tugas dan fungsi Dermaga; 

g. melaporkan pelaksanaan tugas UPT Cermaga; dan / atau 

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan 
sesuai Peraturan PerUndang-Undangan. 

Pasal 13 

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi 
umum clan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, sesuai dengan 
pedoman dan aturan yang berlaku. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimara dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) 
huruf b, Sub Bagian Tata Usaha menyel-~nggarakan fungsi: 

a. menyusun dan melaksanakan rencana. kegiatan UPT Dermaga; 

b. melaksanakan administrasi kepegawaian, surat menyurat, data dan 
dokumen, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan 
lingkungan UPT; 

c. melaksanakan bimbingan dan memba gi tugas; 

d. melaksanakan urusan rumah tangga, penatausahaan administrasi dan 
keuangan untuk mendukung kegiatan Dermaga; 

e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait 
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; 

f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan / atau 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai 
dengan Peraturan PerUndang-Undangan. 
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Bagian KeLga 

UPT Dermaga I:elas B 

Pasal 14 

(1) Kepala UPT Dermaga Kelas B mempunyai tugas melakukan perencanaan, 
pembinaan dan bimbingan, koordinasi, pengendalian dan pelaksanaan 
Tugas sesuai Peraturan PerUndang-U ndangan agar pelaksanaan tugas 
dapat berdayaguna dan berbasil guna 

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), 
Kepala UPT Dermaga Kelas B menyelenggarakan fungsi : 

a . menyusun dan melaksanakan renccrna kerja, kegiatan dan anggaran 
Unit Pelaksana Teknis Dermaga sesuai kewenangan; 

b. menyusun dan melaksanakan rencana pelayanan Dermaga dan 
retribusi; 

c. menyiapkan pengernbangan model atau sebagian pengembangan model 
Dermaga; 

d . melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, administrasi umum 
dan kepegawaian, pefi.atausahaan keuangan, sarana prasarana; 

e. melaksanakan urusan rumah tangga, penatausahaan adrninistrasi dan 
keuangan untuk mendukung kegiatan Dermaga; 

f. membagi tugas, mernbimbing dan m~ngendalikan pelaksanaan kegiatan 
Dermaga; 

g. melaksanakan administrasi kepega,vaian, surat menyurat, data dan 
dokumen, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan 
lingkungan UPT; 

h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait 
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dermaga; 

i. melaporkan pelaksanaan tugas UPT Dermaga; 

J. membuat laporan pelalrnanaan tugas dan fungsi; dan / a tau 

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan 
sesuai Peraturan PerUndang-Undanga n. 

Bagian Keempat 

Kelompok Jabatan :fungsional 

Pasal 15 

( 1) Kelompok Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 
secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat 
administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan 
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebaga;mana ayat (1) mempunyai tugas 
memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional mempu.:.1yai tugas dan menyelenggarakan 
fungsi sesua.i dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan. 
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BAB VI 

TATA KER,JA 

Pasal 16 

fl_) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A, Kepala UPT Dermaga 
Kelas A dan B berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh 
kegiatan pejabat struktural, Pelaksana dan pejabat fungsional pada unit 
kerja. 

(2) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermntor Kelas A, Kepala UPT Dermaga 
Kelas A dan B berkewajiban melalcsanakan koordinaasi, integrasi, 
sinkronisasi dan simplifikasi pada unit kerja. 

(3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang 
dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada atasannya. 

(4J Kepafa Sub Bagian Tata Usaba berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip 
koordinasi , integrasi, sinkronisasi clan simplifikasi sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

(5) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Berml.)tor Kelas A, Kepala UPT Dermaga 
Kelas A dan B dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing 
bertanggung jawab memberikan bimhingan atau pembinaan kepada 
bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut 
jenjang jabatan masing-masing. 

BAB VII 

JABAT.A!\i 

Pasal 17 

(1) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A, Kepala UPT Dermaga 
Kelas A adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas; 

(2) Kepala UPT Dermaga Kelas B adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b at:au 
Jabatan Pengawas;dan 

(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah .Jabatan Strukt:ural eselon IV.b atau 
Jabatan Pengawas. 

BAB VIII 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Pasal 18 

(1) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas A, Kepala UPT Dermaga 
Kelas A dan B dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati berdasarkar_ Peraturan PerUndang-Undangan 
yang berlaku. 

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib mengikuti standar 
kompetensi teknis bidang sesuai dengan Peraturan Menteri dibidang 
masing-masing. 
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BAB IX 

PENDANAAN 

Pasal 19 

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan UPI' Pengujian Kendaraan Bermotor 
Kelas A, Kepala UPI' Dermaga Kelas A dan B pada Dinas Perhubungan 
Kabupaten Barito Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan clan Belanja 
Daerah Dinas Perhubungan Daerah Kah~1paten Barito Selatan dan dapat 
diberikan bantuan lain yang sah dan tidak .nengikat sesuai dengan ketentuan 
Peraturan PerUndang-Undangan. 

BABX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal20 

( 1) Peraturan Bupati ini diberlakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah 
diundangkan. 

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Bup.,1.ti ini seluruh jabatan yang ada 
beserta Pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten 
Barito Selatan tetap melaksanakan tugnsnya sampai dengan diangkatnya 
pejabat baru berdasarkan Ketentuan Peraturan PerUndang-lJndangan yang 
berlaku. 

BAB XI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 21 

(1) Terminal adalah Tempat Turun Naik Penumpang, Bongkar Muat Barang 
yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan. 

(2) Terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan tugas 
dan fungsi sesuai Keputusan Kepafa Dinas Perhubungan . 

(3) Tugas dan fungsi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas 
seBuai Peraturan PerUndang-Undangan. 

(4) Dalarn melaksanakan Terminal, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten 
Barito Selatan menujuk Aparatur S ipil Negara sebagai Koordinator 
Lapangan atas persetujuan Bupati Barit> Selatan. 

Pasal 22 

(1) Koordinator Terminal berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas; 

(2) Koordinator Terminal dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari 
Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Din 3.S Perhubungan Ka bu paten Bari to 
Selatan; 
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(4) Jabatan Koordinator Terminal bukan jabatan struktural; 

(5) Tugas dan fungsi Koordinator Termin a I akan diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Kepala Din.as Perhubungan sesuai Peraturan PerUndang­
Undangan . 

BABXH 

KETENTUAN PJ;;NUTUP 

Pasal 23 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan 
Nomor 19 Tahun 2013 ten tang Organisa">i dan Ta ta Kerja Unit Pelaksana 
teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi clan Informatika Kabupaten Barito 
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 19) 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

PasaI 24 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memeri::1tahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito 
SPlatAD. 

di Buntok 
2018 

Diundangkan di Buntok 
Pada tanggal 2018 

DAERAH 
TO SELATAN, 

"' II "4'e--.( 

1/U{ 

IANTO 

- · 
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NO MOR "' 

"' ' :c.!',-.. ;~1 2:lt.:~ya 
L1~~·~\o a:~t!7A~ 

"._ .. "') 

~ ~ 
); 

:±::!.Ji 
. ··- · ·::--.. :::.=:~~~✓ 
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LAMPIRAN I 
P:::;::RATURAN BUPA':'I BARlTO SELATAN 
NOMOR TAHUN 2018 
TENTANG 
KEDUDUKAN, SU~UNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKASANA 
TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO 
SELATAN 

BAGAN STRUKTUR CIRGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS 

.PENGUJL~N ¥..ENDARP-J..N BERMOTOR 

KEPALA 

7. 

I 
I 

SUB BAGIAN TATA USAHA 

KELOMFOK JABATAN 
FUNGSIONAL 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI BARITO SELATA.i~ 
NOMOR TAHUN 2018 
TENTANG 
KEDUDlIKAN, SU~UNAN ORGANISA._I, TUGAS DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKASANA 
TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO 
SELATAN 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DERMAGA KEl':,A8 A 

KEPALA 

I 
! 
I SUB EAGIAN TATA USAHA 

KELOMPOK ,JABATAN 
FUNGSIONAL 


